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Book Review

Menjadi Pribumi di Negeri Orang:
Pergumulan Identitas Masyarakat Arab
di Indonesia

Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awakening: Community and
Identity in the Netherlands East Indie, 1900-1942, (Ithaca: Southeast
Asian Program Cornell University, 1999).

Abstract: As other minority groups in Indonesia, the Arab community,
especially the Hadramis (Arabs who come from Yemen), has always faced
a problem of identity. On the one band, the Hadramis are Arabs who
cannot be separated from their land of origin, Hadramaut. On the other
hand, they live and work in Indonesia. Some of them have even married
Indonesians. Thus, the consciousness to determine their identity as Hadra-
mis or Indonesians has sparked a long discussion within the Arab com-
munity in Indonesia.

This book presents a discussion of the historical process of how Arab
communities in Indonesia have dealt with their identities. The book pri-
marily focuses on the early 20th century period, when Arab communities
in Indonesia encountered rapid and fundamental social, cultural and
political change. Modernization in Indonesia, under the influence of co-
lonialization, changed people’s consciousness of their social and political
structure which in turn, affected the way they articulated their identities.
The concept of nationalism emerged in the early 20th century. It was of-
ten interpreted by Indonesian people along ethnic lines, thus accelerating
the process of defining Arab identity.

Therefore, since then Arab communities, as Indonesian communities
as a whole, began to be involved in the process of modernization. They
established modern organizations such as Jami’at al-Kbair and al-Irshad,
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newspapers and magazines, modern education institutions, and other
activities designed to advance Arvab communities in Indonesia. It should
be noted that the process of modernization among Arab communities was
inspired by similar processes which occurred in Chinese communities. The
writer of the book showed some evidence that the basic organizational
principles of Jami’atul al-Khair is similar to that of organization of a
Chinese organization, The Tiong Hwe Koan (THHK).

Arab communities, therefore, defined their identities amid Indone-
sia’s social and political changes. It is in that context that the debate about
the Hadrami-ness became a sensitive issue among them. On the one hand,
they acknowledged that Hadramant is their motherland as well as central
to their identity. On the other hand, the social and political changes in
Indonesia had inspired them to redefine their Hadrami-ness.

As far as the process of redefining the Hadrami-ness was concerned,
Arab communities bad been divided into two organizations, Jami’at al-
Kbhair and al-Irshad. These two organizations had differences in religious
orientation that brought about differences in religious social practices.
Jami’at al-Khair, established in 1901 represented Arab communities who
emphasized more the purity of the Prophet’s descendants (sayyid) as the
primary requirement to be a Hadrami. Therefore, they, the sayyid, con-
sidered themselves not only as the ones who had the right to claim the
hadrami-ness but also had the right to be respected and honored as descen-
dents of the Prophet. However, Arabs who joined al-Irshad had different
views. Although al-Irshad’s members still maintained their Hadrami-ness,
they rejected the use of the sayyid status as the criteria for defining hadrami-
ness.

Seen from the above perspective, it can be said that the formulation of
identity among the Arab community in Indonesia was oriented toward
the concept of the homeland. This characteristic was quite different from
other Indonesian and Malay communities that were more oriented to-
ward the concept of nation (bangsa). Orienting toward the homeland,
gave an opportunist character to the identity of Arab communities in
Indonesia. This opportunist character was strongly rejected by youth of
Arab descents (muwallad). Through an organization established in 1934,
Persatoean Arab Indonesia (PAI), these young generations of Arabs saw
that the issue of homeland was a matter of perspective, which could change
from one place to another, as long as it was materially advantageous.
Hence, these muwallad of PAI declared that they were part of the Indone-
sian nation. Furthermore, they were of the opinion that Hadramaut was
only the land of their ancestors.
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Asian Program Cornell University, 1999).
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Hadramawt is the land
of the ancestors.

I ndonesia is the homeland,

Ungkapan di atas, yang dikutip dari Pewarta Arab (3 Oktober
1934) —salah satu majalah terbitan masyarakat Arab di Indone-
sia— menandai lahirnya kesadaran baru di kalangan masyarakat
Hadrami: satu kesadaran tentang pengakuan mereka terhadap In-
donesia sebagai tanah air. Ungkapan ini juga menandai babak baru
masyarakat Hadrami untuk merumuskan diri mereka secara lebih
tegas sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, mereka tidak lagi memiliki hubungan apa pun
dengan Hadramaut, negeri di mana nenek moyang mereka dulu
dilahirkan. Negeri mereka sendiri sekarang adalah Indonesia.

Jalan menuju lahirnya kesadaran baru ini tentu memerlukan pro-
ses yang panjang. Meski sudah lama tinggal di Indonesia, kesadaran
bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia mun-
cul lebih belakangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh kultur
Hadrami sebagai masyarakat tradisional Arab, yang meletakkan
kecintaan terhadap tanah air dan suku asalnya sedemikian kuat.
Lebih dari itu, mereka menganggap kecintaan ini bagian dari aga-
ma.

Di samping itu, sebagai kaum perantau, masyarakat Hadrami sa
ngat menekankan perbedaan konsep rantau dan kampung halaman.
Rantau adalah tempat di mana mereka hidup dan mencari rejeki,
sedangkan kampung halaman adalah tempat kelahiran, yang senan-
tiasa dirindukan, dan tempat menutup mata; sehingga di mana pun
mereka merantau, ingatan mereka terhadap kampung halaman tidak
pernah sirna. Perlu ditambahkan pula, hubungan antara masyarakat
pribumi dan Hadrami tidak selalu mesra, terkadang begitu sarat de
ngan prejudice dan stereotype. Pada saat tertentu hubungan tersebut
bahkan mencapai titik nadir, di mana nasionalisme harus dijauh-
kan dari segala hal berbau Arab. Inilah yang menyebabkan menga-
pa nasionalisme di kalangan kaum Hadrami tumbuh agak terlam-
bat, tepatnya di kalangan generasi muwallad (Arab peranakan), yang
aktif dalam proses pembentukan identitas baru. Hanya ada dua pi-
lihan bagi mereka: menjadi seorang Indonesia atau tetap Hadrami.
Pada 4 Oktober 1934, sejumlah muwallad mengumumkan berdiri-
nya Persatoean Arab Indonesia (PAI) di Semarang, sebuah organisasi
yang menyokong secara penuh cita-cita nasionalisme Indonesia.
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Buku ini menghadirkan satu kajian komprehensif tentang bagai
mana masyarakat Arab di Indonesia merumuskan identitas mereka.
Pembahasan buku ini difokuskan pada satu periode penting dalam
sejarah Indonesia, 1900-1942. Pada periode tersebut, masyarakat In-
donesia memang tengah dihadapkan pada berbagai perubahan sosial-
politik secara mendasar, sehingga perumusan identitas menjadi satu
isu paling terkemuka. Bagi masyarakat Arab, sebagaimana kaum mi-
noritas lain seperti masyarakat Cina, proses perumusan identitas bah-
kan berlangsung sedemikian intensif. Mereka dihadapkan tidak ha
nya pada arus modernisasi yang diperkenalkan pemerintah kolonial,
tetapi juga gelombang nasionalisme masyarakat Indonesia, yang ke-
rap diterjemahkan dalam kerangka etnis yang anti-Arab. Oleh kare-
na itu, sebagaimana diisyaratkan dalam buku ini, perdebatan dan
pertentangan mewarnai secara dominan proses perumusan identitas
masyarakat Arab di Indonesia.

Diaspora Perdagangan:
Migrasi Hadrami ke Nusantara

Pengembaraan masyarakat Hadrami, atau bangsa Arab secara
umum ke Nusantara telah berlangsung jauh sebelum Islam berkem-
bang di wilayah tersebut. G. R. Tibbetts, misalnya, menunjukkan
bahwa kedatangan masyarakat Hadrami di Nusantara bisa dilacak
sampai pada awal abad ke-5 SM. Pada sekitar 300 AD, tingkat
pengembaraan mereka memang sempat menurun, dan baru
berkembang lagi pada abad ke-10. Pada gelombang pengembaraan
kedua itulah, sejak abad ke-10, masyarakat Hadrami datang di Nu-
santara sambil memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal
Nusantara.' Sejak abad ke-10 dan terus semakin meningkat pada
abad ke-13, catatan pengembaraan orang-orang Eropa dan Arab
telah menunjukkan adanya sejumlah pendudukan masyarakat
Hadrami di beberapa wilayah yang menjadi pusat perdagangan di
Nusantara.’

Gelombang migrasi masyarakat Hadrami ke Nusantara kemu-
dian mengalami perkembangan pesat pada pertengahan abad ke-
19. Ini menyusul perubahan kebijakan pemerintah kolonial yang
secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di
Nusantara terbuka bagi pasar internasional. Selain itu, meningkat-
nya jumlah migrasi ini juga didukung pembukaan Terusan Suez
pada 1869, sehingga lalu lintas laut antara dunia Arab-Nusantara
semakin intensif. Daerah yang pertama kali mereka singgahi di
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Nusantara adalah Aceh. Dari sini kemudian mereka turun ke Pa-
lembang di Sumatra Selatan atau naik ke Pontianak di Kaliman-
tan Barat. Mereka kemudian menyebar lagi ke kota-kota di pantai
utara Jawa.

Demikianlah, sekitar tahun 1820, kota-kota di pantai utara Jawa
merupakan koloni kaum Hadrami yang memiliki peran cukup pen-
ting dalam jaringan perdagangan internasional. Sejak itu, terdapat
peningkatan jumlah masyarakat Hadrami di Nusantara. Pada 1860,
berdasarkan catatan pemerintah kolonial, terdapat sekitar 8.909
bangsa Arab di Nusantara. Jumlah tersebut kemudian meningkat
pada beberapa tahun kemudian. Pada tahun antara 1870 sampai
1900, jumlah mereka bertambah dari sekitar 13.000 menjadi 27.000
jiwa. Jumlah tersebut terus meningkat mencapai sekitar 45.000 jiwa
pada 1920, dan 71.335 pada 1930.°

Sejalan dengan faktor perdagangan, migrasi masyarakat Had-
rami ke Nusantara—dan juga ke negara-negara lain di Lautan Hin-
dia—juga didukung kondisi negara mereka di Timur Tengah. Dua
hal setidaknya bisa disebut di sini sebagai faktor pendorong uta-
ma terjadinya gelombang migrasi Hadrami ini. Hal pertama ber-
hubungan dengan kondisi politik dalam negeri Hadramaut. Sepa-
njang sejarahnya, Hadramaut hampir tidak pernah dipimpin satu
kekuasaan tunggal. Berbagai suku dan keluarga yang berkuasa te-
lah memecah-belah wilayah negeri tersebut menjadi beberapa nega-
ra kecil (petty states). Mencapai perkembangan pada awal abad ke-
19, dua kekuatan kemudian muncul untuk berebut kekuasaan,
vakni keluarga al-Qu’aity dan al-’Abdallah al-Kathiri. Pada awal-
nya, dua kelurga tersebut bersatu ketika sama-sama menentang
kekuasaan anarkis suku al-Yafi’i, yang telah bertanggungjawab ter-
hadap kondisi ketidakadilan di masyarakat. Pertentangan dua ke-
luarga tersebut terus berlangsung mewarnai perkembangan Hadra-
maut sepanjang abad ke-19.

Masyarakat Hadrami menghadapi masalah ekonomi yang be-
rat. Bisa diasumsikan, kondisi politik yang tidak stabil akibat
pertentangan berbagai keluarga selanjutnya memperburuk kondi-
si ekonomi Hadramaut. Meski tidak ada pembahasan spesifik me-
ngenai kondisi ekonomi pada abad ke-19, data-data yang dihadir-
kan Christian Lekon pada awal abad ke-20 bisa digunakan untuk
menggambarkan kondisi pada abad ke-19 ini. Dalam artikelnya di
buku ini, Lekon mencatat bahwa kehidupan ekonomi Hadramaut
sangat bergantung pada impor dari negara luar. Bahkan, menurut-
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nya, kekayaan Hadramaut pada 1930 hanya bisa memenuhi kebu-
tuhan seperempat penduduknya. Penting dicatat, pada tahun itu,
20 sampai 30 persen penduduk Hadrami tinggal di berbagai nega-
ra di Lautan India.

Dari data-data di atas, bisa dipastikan bahwa kondisi ekonomi
dan politik merupakan masalah besar yang dialami masyarakat
Hadrami di Hadramaut, khususnya pada abad ke-19. Dan kondisi
inilah tampaknya yang turut mendorong mereka melakukan
pengembaraan ke berbagai negara. Dengan demikian, menjadi jelas
bahwa migrasi orang-orang Hadrami ke berbagai negara di Nu-
santara sangat didasari kebutuhan mencari sumber ekonomi bagi
kehidupan mereka, setelah kekayaan negeri Hadramaut tidak mam-
pu memenuhi kebutuhan mereka. Hanya saja, sejauh mana faktor
ekonomi perdagangan itu bisa menjelaskan pengembaraan masya-
rakat Hadrami? Pertanyaan ini penting mengingat bahwa mereka
kerap diidentifikasi sebagai pihak yang terlibat dalam proses Is-
lamisasi di Nusantara.

Dalam salah satu artikelnya tentang migrasi orang Hadrami,
Syed Farid Alatas mengajukan satu perspektif “diaspora” sebagal
jawaban terhadap pertanyaan di atas.* Dia berpendapat bahwa is-
tilah “diaspora perdagangan” (trade diaspora) tidak hanya mengacu
pada kegiatan perdagangan semata, tapi sekaligus pada fenomena
perjumpaan budaya: budaya yang dibawa pedagang Arab dengan
masyarakat lokal yang menjadi area kedatangan mereka. Dalam
proses ini, para pedagang Arab selanjutnya bertindak sebagal pia-
lang (broker) yang memperkenalkan budaya Arab-Islam kepada
masyarakat Nusantara. Maka dalam perspektif inilah, peran gan-
da masyarakat Hadrami di Nusantara —sebagai pedagang dan
pendakwah Islam sekaligus— bisa dijelaskan; mereka bertindak
melampaui peran utama mereka sebagai pedagang ketika pertama
kali datang di Nusantara.’

Dengan demikian, hal mendasar dari konsep “diaspora per-
dagangan” adalah bahwa berbagai peran dan profesi orang-orang
Hadrami di Nusantara harus dipahami sebagai bagian dari pengem-
baraan mereka yang pada dasarnya bermotif ekonomi, sehingga,
kegiatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan masalah sosial-
keagamaan dilakukan dalam kaitan erat dengan usaha ekonomi.
Konsep rantau-kampung halaman ini sangat jelas di sini, bahkan
dapat dijadikan pattern untuk memahami segala sepak terjang
masyarakat Hadrami di Indonesia. Bagaimana pun juga Indonesia
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adalah rantau, di mana mereka mengharap dapat mengeruk rejeki
sebanyak-banyaknya. Sedangkan Hadramaut adalah kampung
halaman, tempat yang selalu mereka rindukan. Dalam perkem-
bangan selanjutnya konsep rantau-kampung halaman itu terka-
dang berkelindan dengan faktor-faktor lainnya sedemikian rupa,
sehingga menempatkan mereka tidak selalu dalam posisi dinamis,
namun terkadang statis, bahkan oportunis. Tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa masyarakat Hadrami cenderung menggunakan
Islam untuk kepentingan mereka di bidang ekonomi. Istilah meng-
islamkan orang pribumi —di mana yang terakhir ini digambarkan
sebagai “very ignorant about their religion”— pada dasarnya setara
dengan “misi peradaban” oleh kolonialisme Eropa. Masyarakat
Hadrami menghadirkan klaim sebagai memiliki status sosial-ke-
agamaan lebih tinggi di hadapan Muslim Nusantara.

Konteks Sosial-Politik Kebangkitan Hadrami

Hingga awal abad ke-20, identitas “ke-Arab-an” Masyarakat
Hadrami, yang disandangnya sejalan dengan peran mereka sebagai
“pemimpin umat Islam” diterima luas di kalangan masyarakat Nu-
santara. Klaim bahwa mereka datang untuk “mengislamkan orang
pribumi” makin memperkuat posisi superioritas mereka di kalang-
an masyarakat Nusantara. Posisi demikianlah yang kemudian
membuat kehadiran masyarakat Hadrami di Nusantara bisa diter-
ima kalangan Muslim Nusantara. Sifat-sifat ke-Arab-an yang terus
diperlihara masyarakat Hadrami, sebagali wujud perumusan diri
mereka, justru dipahami Muslim Nusantara sebagai artikulasi keis-
laman. Karena itu, dibanding misalnya masyarakat Cina, proses
integrasi masyarakat Hadrami dengan masyarakat Nusantara ber-
langsung lebih mulus. Meskipun, harus pula diakui bahwa klaim
mereka sebagai ras lebih tinggi tetap bertahan dalam kesadaran
masyarakat Hadrami.

Gerakan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 telah me-
nempatkan kalangan Hadrami pada posisi dilematis. Masyarakat
Hadrami benar-benar berada di persimpangan jalan; apakah tetap
menjadi Hadrami atau melepaskan sama sekali identitas ke-
Hadrami-annya dan menjadi “orang Indonesia”. Tidak mudah mere-
ka memberikan respon terhadap persoalan ini. Bahkan, ketika re-
spon diberikan, tidak ada format tunggal. Di sinilah menariknya
sejarah kaum Hadrami di Indonesia; yaitu tarik menarik antara
kalangan konservatif yang ingin mempertahankan ke-Hadrami-
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an mereka, dengan kalangan yang berpikir moderat, bahwa ke-
Hadrami-an tidak perlu dipertahankan lagi. Persoalan tersebut
berkembang sejalan dengan perubahan sosial-politik menyusul
proses modernisasi yang diperkenalkan pemerintah Belanda.

Dua perkembangan penting perlu dicatat berkaitan dengan di-
namika masyarakat Hadrami di atas: kebangkitan masyarakat Cina
dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Kebangkitan
minoritas Cina ternyata turut mengilhami kebangkitan Hadrami.
Kebangkitan ini pada mulanya berkisar pada masalah bagaimana
mempertahankan identity of community. Pada awal abad ke-20, ma-
syarakat Cina di Batavia mendirikan Tiong Hoa Hwe Koan (TH-
HK), sebuah organisasi modern masyarakat Cina. Kemudian mere-
ka mendirikan lembaga pendidikan modern yang menjadi percon-
tohan bagi sekolah-sekolah lainnya.

Melihat kemajuan yang pesat pada kalangan Cina, kaum Had-
rami lalu mendirikan organisasi Jami’at al-Khair. Jami’at al-Khair
bertujuan memajukan masyarakat Hadrami di Indonesia. Organ-
isasi ini didirikan di Batavia pada tahun 1901, dan tahun 1905
mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh yang
terlibat pada umumnya adalah elit Hadrami dari keluarga Sayyid
bin Shahib dan Al-Mashhdr. Shaikh Said bin Ahmad Basandid
adalah ketua pertama organisasi ini, sedangkan wakilnya Shaikh
Salim bin Awad Balwa'il. Mereka juga mendirikan lembaga pen-
didikan modern di Krukut, Tanah Abang, dan Bogor, yang kemu-
dian ditiru oleh masyarakat Hadrami lainnya di Pekalongan, Solo,
Surabaya, dan Palembang.

Dari penjelasan ini, tumbuhnya China-ness di kalangan masya-
rakat Cina telah mendorong tampilnya Hadrami-ness di kalangan
masyarakat Hadrami. Hal ini dapat dengan mudah dipahami.
Hadrami dan Cina adalah masyarakat menengah, keduanya pen-
datang, dan keduanya mengalami restriksi-restriksi tertentu dari
pemerintah Belanda sebagai konsekuensi menjadi golongan minor-
itas di negerl ini.

Bersamaan dengan perkembangan di atas, gerakan nasionalis-
me semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Sejumlah or-
ganisasi modern didirikan, bersamaan dengan penerbitan majalah
dan suratkabar, dan pembaharuan pendidikan. Namun, sejauh me-
nyangkut masyarakat Hadrami, berdirinya Sarekat Dagang Islam
(SDI) pada 1909 dan selanjutnya Sarekat Islam (SI) pada 1911 me-
miliki makna penting terhadap perkembangan masyarakat Had-
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rami. Perkembangan kedua organisasi itu, lebih khususnya SI, te-
lah mempercepat proses perumusan identitas di kalangan masya-
rakat Hadrami.

Didirikan karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomi, SDI
dan juga SI pada awalnya melibatkan kalangan masyarakat Had-
rami pada kepengurusan organisasi. Bersama-sama dengan Mus-
lim Indonesia, masyarakat Hadrami terlibat dalam pengemban-
gan ekonomi, di samping tentu saja kebangkitan Islam. Masyarakat
Hadrami menjadi penyandang dana bagi kegiatan-kegiatan organ-
isasi. Di antara tokoh Hadrami yang paling berpengaruh adalah
Sayyid Hasan bin Sumait. Ia adalah seorang residen Surabaya yang
menjadi anggota pengurus pusat SI dari 1914 hingga 1919. Selain
itu, keterlibatan Hadrami dalam SI juga terdapat pada kepengurus-
an cabang SI di berbagai daerah di Nusantara.® Mereka umumnya
menjadi pengurus inti SI karena dukungan finansial yang diberi-
kannya bagi kegiatan organisasi.

Namun demikian, sejalan makin menguatnya orientasi politik
dalam gerakan SI, keterlibatan masyarakat non-pribumi —tepat-
nya masyarakat Hadrami— mulai dipertanyakan. Sentimen ant
non-pribumi int mulai muncul pada kongres SI pertama pada 1931.
Dalam kongres itu disepakati bahwa keterlibatan non-pribumi
dalam SI dibatasi hanya sebagai anggota, bukan pengurus. Suasana
anti non-pribumi dalam SI semakin kuat, sehingga pada 1919 sejum-
lah besar masyarakat Hadrami secara resmi menyatakan keluar
dari SI. Selain itu, masyarakat Hadrami juga semakin tidak memi-
liki tempat dalam SI menyusul makin kuatnya arus komunisme
dalam tubuh SI. Oleh karena itu, pernyataan “anti kapitalis” yang
secara keras disuarakan kalangan SI dirasa mengancam posisi ma-
syarakat Hadrami yang dikenal banyak memiliki modal dan meng-
ambil keuntungan atas keterlibatan mereka dalam SI.

Dalam suasana demikian itulah, masyarakat Hadrami di Nusan-
tara semakin terdorong untuk merumuskan kembali identitas mere-
ka di tengah masyarakat Nusantara. Di satu pihak, mereka di-
hadapkan pada kebangkltan masyarakat Cina, dan di pihak lain
mereka harus menerima sikap anti non-pribumi yang semakin
keras dalam tubuh SI. Kondisi tersebut akhirnya semakin memak-
sa mereka melihat kembali identitas “ke-Arab-an” yang telah lama
disandang masyarakat Hadrami di Nusantara. Dalam konteks
inilah, istilah “Hadrami” (the Hadrami-ness) mulai tampil ke per-
mukaan menjadi ajang perdebatan di kalangan masyarakat Had-
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rami. Perasaan sebagai “orang Hadrami” semakin tumbuh di ka-
langan mereka, yang dirumuskan untuk membedakan mereka dari
masyarakat Indonesia yang semakin memperlihatkan sikap anti
terhadap non-pribumi.

Wataniyyabh: Rumusan Identitas Ke-Hadrami-an

Upaya untuk merumuskan identitas ke-Hadrami-an di kalang-
an masyarakat Hadrami di Nusantara tercermin dalam pengem-
bangan konsep wataniyyah. Konsep tersebut sebenarnya merupa-
kan langkah difensif, karena ia bersifat inward-looking. Hal ini
sangat berkaitan erat dengan dinamika pergerakan nasionalisme
Indonesia yang dalam beberapa hal semakin menempatkan posisi
kaum Hadrami ke dalam posisi “terdesak”. Posisi Hadrami dalam
beberapa organisasi pergerakan semakin terdesak setelah para
tokoh nasionalis menyimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia
harus dijauhkan dari berbagai hal yang berbau Arab. Keputusan
ini mungkin terdengar a priori, namun berbagai preseden buruk
mengakibatkan kaum Hadrami dianggap sebagai kalangan oportu-
nis.

Dalam keadaan seperti inilah konsep wataniyyah (cinta tanah
air) dilahirkan. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terlalu
mengherankan pada kalangan masyarakat minoritas di mana pun
juga. Di tengah-tengah masyarakat pribumi Indonesia yang men-
jadi mayoritas, rasa keterancaman ini menjadi sesuatu yang sangat
wajar. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Cina yang me-
ngembangkan konsep China-ness. Bila orang Cina untuk Cina, ma-
ka orang Hadrami untuk Hadramaut, dan seterusnya. Ironisnya,
konsep wataniyyah masyarakat Hadrami ini dikembangkan atas
prinsip penolakan bahwa ketika seorang Hadrami menjadi
“Hadrami”, maka ia otomatis tidak bisa menjadi seorang Indone-
sia. Orang Cina tampaknya dapat menghindari perdebatan demi-
kian. Menjadi seorang Cina tidak berarti tidak bisa menjadi seo-
rang Indonesia. Paling tidak dalam proses perumusan identitas
mereka, Cina tidak menghadapi dilema seperti itu. Karena itu,
Cina mendahului kalangan Hadrami dalam perumusan identitas
ke-Indonesia-annya.

Maka pada dekade pertama awal abad ke-20, tidak seorang pun
tokoh Hadrami yang berpandangan bahwa seorang Hadrami da-
pat saja menjadi seorang Indonesia. Fenomena ini sebenarnya su-
lit sekali diterangkan, kecuali kita berpendapat bahwa kalangan
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Hadrami selalu menganggap Indonesia adalah daerah perantauan,
tempat mencari rejeki, yang sewaktu-waktu dapat ditinggalkan.
Inilah sebenarnya yang menghambat masyarakat Hadrami dalam
proses perumusan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat Hadrami kemudian terjebak dalam
pusaran perdebatan wataniyyah ini. Harus diakui, perdebatan ini
sangat membosankan dan berlarut-larut, dan mempengaruhi ge-
nerasi selanjutnya untuk memberi interpretasi yang lain sama sekali
terhadap konsep itu. Salah satu penyebabnya adalah bahwa kon-
sep wataniyyah itu sendiri sebenarnya tidak begitu jelas. Siapakah
yang disebut Hadrami? Apakah seorang sayyid (keturunan Nabi
Muhammad), atau non-sayyid? Seorang sayyid mengklaim bahwa
1a adalah Hadrami yang sebenarnya. Sebaliknya non-sayyid berda-
lih bahwa ia adalah Hadrami yang sebenarnya. Sayyid adalah pen-
datang di Hadramaut, karena itu mereka tidak pernah menjadi
seorang Hadrami. Konflik sayyid versus non-sayyid ini pada tahap
berikutnya menjadi semacam “senjata makan tuan”; konsep wa-
taniyyah (Hadrami untuk Hadramaut) mengalami anti-klimaks
dengan munculnya ide tandingan pada kalangan generasi muda
Hadrami yang mengembangkan konsep yang didasarkan atas prin-
sip penolakan segala ide wataniyyah di atas; Indonesia adalah tanah
air mereka.

Fenomena berdirinya Jami’at al-Khair dan al-Irshad, dua or-
ganisasi pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Hadrami,
harus dilihat dalam konteks di atas. Dua organisasi ini didirikan
sebagai media persemaian ide-ide wataniyyah tersebut; yaitu Had-
rami untuk Hadramaut. Meskipun dua organisasi ini dianggap
modern —yakni menggunakan sistem pendidikan modern seperti
yang dikenal di kalangan Muhammadiyah— konsep wataniyyah
yang mereka kembangkan sangat konservatif; jargon “Hadrami
untuk Hadramaut” tidak boleh dikutak-katik.

Sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Jami’at al-Khair dan
al-Irshad persis sama dengan sistem pendidikan kolonial Belanda.
Dalam hal pendidikan, al-Irshad sebenarnya jauh lebih sukses.
Mereka mendirikan sekolah di mana-mana. Pendidikan ditawar-
kan secara klasikal dan berjenjang; dasar, menengah, dan tinggi.
Para siswa diwajibkan memakai seragam; kemeja, celana panjang,
tarbus, dan dasi. Mereka diajarkan berbagai ilmu dan ketrampilan,
dilatih kepanduan, musik, dan olah raga. Kemandirian merupa-
kan sikap yang selalu ditekankan kepada para murid. Pendek kata,
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al-Irshad tengah mempersiapkan generasi Hadrami yang modern.

Wataniyyab (cinta tanah air) tetap merupakan prioritas utama.
Hal ini diimplementasikan di antaranya dalam pelajaran geografi
dan sejarah, di mana pembelajaran semata diarahkan untuk me-
mahami negeri Hadramaut dan negeri-negeri Timur Tengah se-
cara umum. Dua pelajaran ini digabung dengan pelajaran bahasa
Arab. Para siswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya dengan
baik diberi beasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi mere-
ka di Tar’im dan Say’un, dua kota di Hadramaut. Berkat pendi-
dikan seperti ini kalangan muda Hadrami memiliki wawasan negeri
Hadramaut dengan baik, bahkan jauh lebih baik daripada orang
tua mereka. Di seluruh sekolah-sekolah al-Irshad, para siswa me-
nyanyikan lagu Hadramaut Tanah Airku:

Hadramaut oh, tanah airku
Kau adalah lambang kejayaan
Sang angkara murka

Pasti kan hancur dan binasa.

Kalangan Hadrami pada umumnya menerjemahkan wataniyyab
ini dengan sikap dan tanggung jawab untuk membangun tanah
leluhur. Hal ini lebih lanjut berkaitan dengan program pemba-
ngunan nasional di Hadramaut yang dicanangkan oleh Sultan Ali
ibn Salah. Karena itu, semua orang yang merasa dirinya Hadrami
harus turut serta dalam program ini. Dalam majalah a/-lrshad, kon-
sep wataniyyab ini dielaborasi lebih lanjut:

Orang yang mencintai tanah airnya harus berjuang untuknya dengan
menyinarinya dengan cahaya ilmu pengatahuan, dan membangunnya demi
kejayaannya. Kemakmuran harus dipersembahkan untuk tanah air. Tak ada
yang lebih berarti dari pada menyinari masyarakatnya dengan cahaya ilmu
pengetahuan.

Dalam Imagined Community, Ben Anderson menerangkan bah-
wa politik sentralisasi dan kompartementalisasi pendidikan Belanda
—penyekatan golongan pribumi, Timur Jauh, dan Eropa— telah
mempercepat kesadaran kalangan pribumi yang berada dalam satu
koridor bahwa mereka sebenarnya satu dan sama.” Dari sini ke-
mudian benih-benih nasionalisme mulai tumbuh. Namun perasaan
demikian tidak tumbuh di kalangan Hadrami. Alasannya adalah
karena sistem pendidikan kaum Hadrami tidak terintegrasikan ke
dalam sistem pendidikan kolonial. Mereka memiliki sekolah, guru,
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kurikulum, metode, dan bahasa yang berbeda, sehingga Hadrami
betul-betul menjadi another world, terpisah dari lingkungan luar.

Sistem pendidikan yang benar-benar terpisah ini tidak hanya
menghambat tumbuhnya kesadaran nasionalisme, tapi juga mela-
hirkan orientasi pendidikan yang berbeda pada jenjang selanjut-
nya yang akhirnya mempengaruhi pilihan karir dalam kehidupan
mereka. Pendidikan kolonial Belanda bermuara pada satu titik,
kota Batavia, di mana para siswa melanjutkan pendidikan tinggi
mereka, dan setelah itu mengembangkan karir. Sebaliknya pen-
didikan Hadrami bermuara pada Kairo dan kota-kota lainnya di
Timur Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Air,
banyak kalangan Hadrami yang melanjutkan ke Kairo dan sete-
lah itu memilih untuk tinggal di sana secara permanen.

Berdebat tentang Ke-Hadrami-an:
Konflik Jami’at al-Khair vs al-Irshad

Sejalan dengan makin kuatnya proses perumusan kembali apa
itu Hadrami (the Hadrami-ness), masyarakat Hadrami di Nusan-
tara kemudian terbagi ke dalam dua kelompok utama yang memi-
liki pandangan berbeda mengenai rumusan ke-Hadrami-an. Per-
bedaan ini terefleksikan dengan jelas pada pertentangan dan kon-
flik antara Jami’at al-Khair dan al-Irshad, di mana kelompok per-
tama menekankan hubungan darah dengan Nabi —yakni sayyid—
sebagal prasyarat utama untuk bisa disebut sebagai Hadrami. Se-
mentara itu, kelompok kedua, memiliki pandangan yang lebih
moderat. Kelompok kedua bahkan mengklaim bahwa mereka ada-
lah Hadrami yang sesungguhnya.®

Pada mulanya Jami’at al-Khair tidak mempersoalkan anggo-
tanya, sayyid atau bukan. Bagi mereka yang penting adalah Had-
rami. Namun sejak kedatangan Shaikh Ahmad Surkiti pada 1911,
seorang reformis dari Sudan, situasi ini secara perlahan berubah.
Pada tahun-tahun pertama kedatangannya, Surkati diangkat men-
jadi pengawas pendidikan di Jami’at al-Khair. Dalam dua tahun,
organisasi ini maju dengan pesat. Namun, kemajuan ini tampak-
nya cukup tidak mengenakkan bagi kalangan sayyid yang konser-
vatif. Pengaruh Surkati yang semakin besar, ditambah lagi sikap-
nya yang kritis terhadap tradisi sayyid, benar-benar merupakan
ancaman. Teori tentang otoritas yang terfragmentasi (fragmented
authority) terbukti di sini; yaitu bila kedua belah pihak mengalami
penguatan, maka konflik terbuka akan segera terjadi. Masing-ma-
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sing ingin mengambil kesempatan untuk mengambil alih pimpin-
an. Dalam satu kesempatan, Surkati menjelaskan bahwa perkawin-
an antar non-sayyid dan sayyidah sah-sah saja menurut kacamata
kaum reformis. Jawaban Surkiti ini tentu saja membakar telinga
pimpinan Jami’at al-Khair di Batavia. Dan sejak tahun 1914, Surkari
secara resmi keluar dari Jami’at al-Khair.

Peristiwa ini telah menimbulkan kegoncangan di kalangan
Hadrami. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang
tetap mempertahankan tradisi kesayyidan, dan kelompok Surkati,
terdiri dari sejumlah non-sayyid dan sayyid yang reformis. Pada
mulanya Surkiti bermaksud mundur dari ketegangan ini dengan
kembali ke Mekkah. Namun karena langkah persuasi ‘Umar al-
Manqtis, seorang penentang tradisi sayyid, Surkitl mengurungkan
niat dan melanjutkan perjuangannya di Indonesia. Mereka kemu-
dian mendirikan Madrasah al-Irshad al-Islamiyyah di Jakarta dan
organisasi Jam’iah al-Islah wal Irshad al-Arabiyyah.

Al-Irshad adalah organisasi yang bertujuan menjaga kemurnian
Islam dan memerangi keterbelakangan yang terjadi di kalangan
masyarakat Muslim pada umumnya dan kalangan Hadrami pada
khususnya. Pada prinsipnya Jami’at al-Khair dan al-Irshad tidak
banyak berbeda. Keduanya reformis-modernis, kecuali yang per-
tama didominasi para sayyid yang menjaga prinsip kafa ab, sedan-
gkan kedua didominasi kalangan non-sayyid. Dengan mengatasna-
makan Arab, al-Irshad tampaknya ingin, paling tidak ini ambisi
orang-orang seperti al-Manqts, mengambil alih tampuk pimpinan
yang sementara ini dipegang oleh Jami’at al-Khair.

Pada mulanya orang dengan mudah menduga bahwa al-Irshad
akan mengalami perkembangan berbeda dari Jami’at al-Khair.
Perbedaan ini paling tidak tercermin dalam konsep Hadbrami-ness
yang tidak terlalu kental, seperti dalam tujuan organisasi yang di-
arahkan untuk memajukan kaum Muslimin. Namun, dalam ke-
nyataannya—karena bersifat inward-looking—al-Irshad tidak bisa
melepaskan diri dari sokongan kaum Hadrami, bahkan konsep
Hadhrami-ness ini menjadi semakin kental. Kenyataan lain yang
turut mengidentikkan al-Irshad dengan Hadrami adalah fakta bah-
wa hampir semua pemimpinnya adalah masyarakat Hadrami.

Masyarakat pribumi tidak dapat sepenuhnya mengikuti pendi-
dikan yang ditawarkan oleh al-Irshad. Salah satu alasannya adalah
di samping kurikulum yang dikembangkan mengharuskan para
siswa mengikuti pelajaran dalam bahasa Arab, juga sejak semula
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al-Irshad sulit menghindarkan kesan bahwa sekolahan tersebut
memang secara eksklusif diperuntukkan bagi anak-anak Hadrami.
Ini sebenarnya tidak menguntungkan, baik bagi kalangan Hadrami
sendiri, maupun bagi pribumi.

Oleh karena itu, generasi muda Hadrami prakuis tidak memi-
liki komunikasi yang memadai dengan para pribumi. Begitu pula
sebaliknya golongan pribumi memandang Hadrami sebagai bagi-
an yang memang benar-benar terpisah dari pribumi. Kondisi ini
kemudian menimbulkan banyak pandangan negatif terhadap ka-
langan Hadrami. Cerita yang banyak beredar di kalangan pribumi
berikut ini melukiskan betapa miringnya pandangan kalangan
pribumi terhadap kaum Hadrami. Konon, diceritakan bahwa dalam
suatu kesempatan, Rasulullah diundang oleh sepasang suami istri.
Dalam kesempatan itu Rasulullah dihidangi berbagai makanan
yang lezat. Namun sedikit pun beliau tidak mencicipi hidangan
tersebut. Beliau tahu bahwa daging itu bukan sapi, tapi daging
babi, sehingga beliau murka. Keduanya lalu diasingkan ke sebuah
gurun tandus, di mana kematian (maut) dapat hadir (hadara) seu-
ap saat. Daerah itu lalu disebut Hadramaut.

Meski demikian, konflik Hadrami-pribumi tidak sedahsyat kon-
flik sayyid vs non-sayyid. Al-Irshad menetapkan, seorang sayyid
tidak diperkenankan untuk menjadi anggota pelaksana harian al-
Irshad. Hal ini tentu berkaitan dengan konflik antara Surkatl de-
ngan Jam’iat al-Khair beberapa tahun sebelumnya. Namun demiki-
an, menganggap al-Irshad sebagai organisasi anti sayyid sepenuh-
nya juga keliru. Beberapa sayyid, dengan kriteria khusus tentu saja,
seperti Sayyid ‘Abdullah bin ‘Alwi al-‘Attas dan Sayyid ‘Abdullah
bin Abl Bakr al-Habshil malah menjadi penyandang dana al-Ir-
shad. Umar al-Manqts, misalnya, meski tidak memiliki jabatan
resmi, sangat berpengaruh dalam menentukan mereka yang men-
jabat dalam kepengurusan al-Irshad.

Generasi pertama al-Irshad umumnya didominasi oleh non-sayyid
yang lahir di Hadramaut. Baru pada masa berikutnya, para muwal-
lad yang lahir di Indonesia menggeser posisi non-sayyid tersebut.
Shaikh ‘Abdulldh bin ‘Aqil Bajurai, diangkat sekretaris tahun 1921,
adalah seorang muwallad yang lahir di Batavia pada 1904. Bajurai
kemudian mengangkat beberapa orang muwallad seperti Shaikh ‘All
bin Sa‘id bin Mugaith, Shaikh ‘Al bin ‘Abdullah bin Harharah,
Shaikh “‘Umar bin Sulaimin bin N3ji, dan Shakh ‘Ali bin Salim bin
Hubaish untuk duduk bersama-sama sebagai pengurus.
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Sementara itu pada 1920-1930, konflik antara sayyid dan non-
sayyid semakin memburuk. Para non-sayyid menuduh golongan
sayyid sebagai srigala berbulu domba. Mereka sebenarnya adalah
foreigner di Hadramaut. Karena dianggap orang asing, seorang say-
yid sebenarnya tidak bisa menjadi seorang Hadrami. Di samping
itu, mereka juga mempertanyakan titel sayyid; bahwa titel itu se-
benarnya dapat dipakai oleh siapa saja, terlepas apakah ia ketu-
runan Nabi atau bukan. Seorang Muslim yang baik, berilmu, dan
terhormat bisa saja disebut sayyid. Kalangan sayyid menyerang balik
dengan mengatakan bahwa al-Irshad tidak bisa menjadi reprsenta-
si kalangan Hadrami. Terlalu banyak darah Afrika di sana. Surkari
negro, dan negro bukan Arab.

Konflik sayyid versus non-sayyid ini sebenarnya bukan hal baru
dalam sejarah kaum Hadrami. Dikenal sebagai masyarakat patri-
arkhi, orang Hadrami sangat menekankan konsep kafa'ab (kese-
derajatan), yang selanjutnya memunculkan tiga kelas sosial ma-
syarakat Hadrami. Golongan sayyid menempati tempat tertinggi
dalam sistem masyarakat Hadrami. Mereka adalah keturunan Nabi
dan menjadi pemimpin agama. Golongan kedua ditempati mashdy-
ikh dan qaba’il, yakni para ulama dan pemimpin suku yang memi-
liki sharaf (kemulyaan). Golongan paling rendah adalah masakin
(orang-orang miskin), yang terdiri dari para pekerja, pedagang,
pengrajin dan lain sebagainya. Golongan mashdyikh pada mulanya
memiliki posisi penting, namun sejak kedatangan kaum sayyid,
peran mereka diambil alih oleh kaum sayyid.

Meski demikian, bila memperhatikan konteks sosial-politik
pertentangan kedua kelompok Hadrami di atas, tampak bahwa
faktor internal di Nusantara lebih dominan. Pertentangan Jamia’at
al-Khair dan al-Irshad lebih merupakan hasil dari sebuah proses
historis di Nusantara, di mana mereka memang tengah terlibat
dalam upaya perumusan kembali ke-Hadrami-an (the Hadrami-
ness). Dalam konteks inilah, isu sayyid dan non-sayyid, yang men-
jadi salah satu isu utama perdebatan mereka, lebih merupakan hasil
dari perbedaan mereka dalam merumuskan ke-Hadrami-an yang
berbasis pada pengalaman historis mereka di Nusantara.’

Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa stratifikasi sosial
masyatakat Hadrami yang didasarkan pada konsep kafd’ah (persa-
maan) —di mana seorang sayyid yang harus menjadi pemimpin pada
dasarnya telah hancur akibat kebijakan rasial pemerintah kolo-
nial. Sebagaimana diketahui, pemerintah kolonial menempatkan
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seorang non-sayyid sebagai hoofd der Arabieren (kepala masyarakat
Arab) dengan pangkat liutenan atau kapiten. Sebagian besar para
kapiten atau lietenan berasal dari kalangan non-sayyid. Pengang-
katan ini bagaimana pun juga memicu ketegangan antara kalang-
an sayyid dengan non-sayyid. Beberapa tokoh non-sayyid, seperti
‘Umar Manqus, seorang kapiten dan pengusaha yang berhasil,
menjadi ancaman yang serius terhadap otoritas sayyid.’® Dalam
sebuah kesempatan Manqlis mengatakan dengan tegas bahwa men-
cium tangan sayyid bukan merupakan perintah agama, dan bahwa
perkawinan antara non-sayyid dengan sayyidah adalah sah menu-
rut agama. Persoalan-persoalan seperti inilah yang mempercepat

konflik Jami’at al-Khair-dan al-Irshad.

Organisasi-organisasi Muwallad

Di perantauan, isu sayyid non-sayyid bukan satu-satunya pemicu
konflik. Mereka menghadapi masalah baru menyusul munculnya
generasi muda Hadrami yang lahir dari perkawinan dengan wani-
ta lokal, yang dianggap tidak pure-blooded. Dengan kata lain, ada
dua isu yang telah membelah masyarakat Hadrami ke dalam dua
kelompok. Pertama sayyid dan non-sayyid, dan kedua aghab (pure-
blooded) dan muwallad (balf-blooded), meskipun ketegangan mu-
wallad-aghab tidak sedahsyat ketegangan sayyid vs non-sayyid.

Perkawinan campur yang kemudian melahirkan generasi mu-
wallad sebenarnya merupakan pilihan yang sulit. Di satu pihak,
masyarakat Hadrami sangat ketat menjaga kemurnian darah (pure-
blooded), namun di lain pihak, perkawinan campuran tidak ter-
hindarkan lagi. Perlu diketahui bahwa kaum Hadrami tidak mem-
bawa serta kaum wanita dalam pengembaraan, sebab hal itu meru-
pakan larangan, sehingga kawin campur dengan wanita setempat
tidak dapat dihindarkan. Melalui perkawinan campuran itulah,
pada masa berikutnya muncul generasi yang disebut muwallad
(peranakan), yang membedakan dari generasi sebelumnya yang
disebut aghab atau wulayati.

Persoalan mulai mengemuka ketika identitas mereka dipersoal-
kan; muwallad dianggap balf-blooded, tidak bisa berbahasa Arab-
nya, tidak patriotik, karena dibesarkan dalam suasana serba mudah,
sehingga hidup penuh dengan kemanjaan, dan tidak memiliki sense
of Hadharmi-ness. Sementara generasi aghab, karena dilahirkan di
Hadramaut yang gersang dan tandus, hidup dalam kesederhanaan,
dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Sebelum merasakan
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manisnya madu, mereka terlebih dahulu merasakan pahitnya ja-
dam. Di mana pun mereka hidup, hati mereka hanya untuk Hadra-
maut. Inilah yang membedakan aghab dengan muwallad.

Dalam pada itu terjadi perkembangan yang menarik di kalang-
an muwallad. Mereka tidak lagi memiliki identity of community
seperti generasi sebelumnya; mereka tidak peduli apakah mereka
seorang Jami’at al-Khair atau seorang al-Irshad. Hal ini sebenarnya
tidak terlalu mengherankan. Beberapa dekade sebelumnya, kare-
na tidak lagi dianggap pure blooded, para muwallad mengalami
marjinalisasi dalam komunitas Hadrami. Di samping itu, kontak
yang semakin jarang atau tidak sama sekali dengan Hadramaut,
membuat mereka merasa menjadi komunitas sendiri. Karena itu
periode ini ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi yang
prihatin dengan nasib muwallad.

Mura’at al-Tkhwan adalah organisasi muwallad yang pertama.
Organisasi ini didirikan pada 1913 di Surabaya. Tujuannya adalah
untuk memperbaiki nasib para muwallad di Indonesia. Seperti dika-
takan sebelumnya, para muwallad mengalami proses marjinalisasi
dalam masyarakat Hadhrami. Dalam Oetoesan Hindia, seorang mu-
wallad melukiskan betapa ia dilecehkan karena ibunya seorang
Jawa. Karena itu ia menyarakan agar para muwallad bersatu untuk
memperbaiki harkat mereka.

Sejak itu organisasi muwallad tumbuh di mana-mana. D1 antara-
nya adalah Jam’iyyah al- Tahdhlblyyah didirikan pada 1924 di
Surabaya. Organisasi ini lebih visioner, ingin menyatukan para
muwallad baik yang berasal dari kalangan Jam’iat al-Khair mau-
pun al-Irshad. Ide-ide organisasi disebarkan dalam jurnal dua bu-
lanan, Zaman Baroe. Jurnal ini tersebar secara cukup luas, bukan
hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura. Dengan
menyebut “zaman baroe,” sebagai jurnal mereka, jelas sekali se-
mangat para muwallad untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
Mereka tidak ingin terkungkung dalam masa lalu yang membe-
lenggu.

Ketika beberapa organisasi muwallad muncul, reaksi dari para
aqhab sangat keras. Mereka menuduh organisasi ini mencoba memi-
sahkan anak dari bapaknya, saudara dari saudaranya, dan seterus-
nya. Gencarnya serangan ini, baik dari kalangan Jami’at al-Khair
atau al-Irshad, menyebabkan organisasi para muwallad dipandang
sebelah mata oleh masyarakat. Bahkan tidak lama kemudian, mere-
ka bangkrut. Namun, semangat muwallad untuk menciptakan
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paradigma baru mengenai persatuan masyarakat Arab tetap ber-
tahan, dan tercermin dalam berbagai organisasi besar dan kecil.

Seorang muwallad dari Ambon, ‘Abdullah al-‘Amddi, pada 1929
membentuk sebuah komite muwallad di Surabaya. Dengan ga-
yanya yang provokatif, ia berhasil mengumpulkan sejumlah tokoh
muwallad dan menyelenggarakan kongres di Surabaya. Hasil kon-
gres membagi masyarakat Arab secara tegas ke dalam dua bagian:
Persatoean Arab (Arabisch Verbond, AV), dan Persatoean Indo-
Arab (Indo-Arabisch Verbond, IAV). IAV adalah organisasi induk
untuk muwallad. Dengan memisahkan kelompok Arab asli (AV)
dengan Indo-Arab, keinginan para muwallad untuk menentukan
masa depan mereka secara independen, lepas dari komunitas
Hadrami, tidak lagi bisa disembunyikan. Namun IAV gagal. Alas-
annya terletak pada al-‘Amud! sendiri. Ia dituduh punya wvested-
interest sendiri berkaitan dengan keinginannya untuk terkenal dan
diangkat menjadi anggota Volksraad.

Abdurrahman Baswedan:
Arsitek Persatoean Arab Indonesai (PAI)

Abdurrahman Baswedan adalah seorang muwallad dari Sura-
baya. Ia lahir tahun 1908 dari seorang keluarga non-sayyid. Pen-
didikan pertamanya ia dapatkan di sekolah al-Irshad di Batavia di
bawah bimbingan Shaikh Ahmad Surkéti. Di samping itu, ia juga
belajar pada Sayyid Muhammad Hashim di Surabaya, sebuah kota
di mana para sayyid banyak berdomisili. Pendidikan Baswedan
karenanya merupakan campuran antara tradisi sayyid dan non-
sayyid. Tampaknya faktor pendidikan yang demikian telah mem-
pengaruhi pikirannya untuk mempersatukan kalangan muwallad.

Sejak usia muda Baswedan aktif di al-Irshad cabang Surabaya.
Namun sejak 1930, ia keluar dari organisasi itu dan masuk ke IAV.
Ia termasuk orang yang membuat konstitusi IAV. Karena kecewa
dengan al-Amudi, ia kemudian menjadi wartawan di koran Sin
Tit Po dan juga koran Soeara Oemoem, corong nasionalisme Indo-
nesia. Dalam sebuah tulisannya, Peranakan dan Totok Arab, Bas-
wedan melukiskan perasaannya sebagai seorang muwallad, yang
kemudian menjadi landasan organisasi yang ia dirikannya kemu-
dian, Persatoean Arab Indonesia (PAI).

Masyarakat Hadrami, seperti halnya Cina, terbagi dua bagian:
peranakan dan totok (asli). Antara dua kelompok ini, terdapat
stereotype dan prejudice. Sewaktu kecil, ia bersama teman-teman-
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nya yang muwallad menulis besar-besar kata “totok” di jalan. Se-
mentara itu orang tua mereka yang totok mengatakan, “Kamu itu
cuma seorang peranakan.” Semua ini, kata Baswedan, merupakan
akibat dari latar belakang sosiologis yang berbeda. Peranakan la-
hir di Indonesia, sementara totok lahir di Hadramaut. Totok Arab
seperti seorang Sparta, militan dan patriotik. Pengiriman muwal-
lad ke Hadramaut untuk belajar sebenarnya mengurangi batas
sosial antara totok dan peranakan. Peranakan dapat berbahasa Arab
lebih fasih dan tahu budaya Hadramaut. Dalam tulisannya yang
lain, Peranakan bersama Indonesia dan Babas, Baswedan menjelas-
kan bahwa keadaan telah memaksa peranakan untuk memisah-
kan diri dari totok, sehingga akhirnya mereka menjadi lebih de-
kat dengan orang Indonesia dan Babas (Cina). Karena itu Baswedan
membuat organisasi di mana para muwallad dapat berintegrasi ke
dalam masyarakat Indonesia. Organisasi itu adalah Persatoean
Arab-Indonesia (PAI).

Langkah Baswedan ini merupakan langkah maju dalam perkem-
bangan pemikirannya. Sebelumnya ia pernah menulis dalam se-
buah artikel, dimuat dalam Lembaga Baroe, majalah pro al-Irshad,
bahwa organisasi jangan sampai memecah belah komunitas
Hadrami sebagai satu kesatuan. Bahkan pada saat itu Baswedan
cenderung Hadrami-centris; suatu saat sejumlah pemusik pribumi
dalam sebuah pertunjukan ia paksa untuk memakai tarbus, bukan
peci, sehingga mereka tampak seperti orang Arab. Tampaknya
perubahan mendasar baru terjadi ketika Baswedan bekerja sebagai
wartawan di sebuah surat kabar masyarakat Cina. Pada saat itu
Baswedan menyaksikan perubahan yang mendasar di mana masya-
rakat Cina mendefinisikan kembali identitas mereka seperti hal-
nya terjadi beberapa dekade yang lalu.

Pembagian totok-peranakan oleh Baswedan menandakan kuat-
nya pengaruh Cina. Totok-peranakan adalah istilah Cina untuk
membedakan mereka yang lahir di Cina, yang masih memiliki iden-
titas sosio-kultural asli, dengan kaum peranakan yang lahir di In-
donesia, mungkin juga berdarah campuran, yang identitasnya
tidak sekental kelompok pertama. Langkah Baswedan ini tentu
saja cukup radikal, di mana ia misalnya tidak lagi menggunakan
istilah aghab-muwallad yang sudah dikenal dalam masyarakat
Hadrami.

Keputusan menjadikan Indonesia, bukan Hadramaut, sebagai
tanah air para muwallad merupakan pengaruh Cina lain yang di-
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terima Baswedan. Pada tahun 1920, sekelompok peranakan Cina
memutuskan untuk menjadikan Indonesia sebagai tanah air mere-
ka. Ide ini tampaknya menular ke dalam diri Baswedan melalui
Liem Hoen Hian, seorang peranakan yang lahir di Kalimantan
Selatan pada 1896 dan juga rekan Baswedan di Sin Tit Po. Liem
mengkampanyekan kepada kelompok peranakan untuk menjadi-
kan Indonesia sebagai tanah air. Karena itu, sebagai warga, mere-
ka berkewajiban untuk memperjuangkan tanah air ini melalui
gerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Tahun 1932,
Liem mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sebagai wadah
perjuangan. Langkah Liem ini kemudian mengilhami Baswedan,
di mana ia dua tahun kemudian mendirikan Partai Arab-Indone-
sia.

Seperti bisa diduga, langkah Baswedan ini mendapat tantangan
yang cukup sengit dari generasi tua Hadrami. Mereka menganggap
pembagian totok-peranakan ini hanyalah upaya Baswedan untuk
kepentingan dirinya sendiri. Namun Baswedan tetap yakin dengan
pendiriannya, bahwa totok dan peranakan itu ada. Dalam sebuah
foto tahun 1934, Baswedan tampak bergaya dengan pakaian adat
Jawa, yang kemudian menjadi perdebatan serius di kalangan
masyarakat Hadrami. Baswedan ingin mengatakan bahwa ia me-
mang bukan seorang totok, buktinya ia dapat mengenakan paka-
ian tradisional Jawa. Penentang Baswedan berdalih, bahwa
Baswedan telah menghancurkan cita-cita bangsa Hadrami. Pem-
bagian totok-peranakan ini telah memisahkan anak dari ayahnya,
saudara dari saudaranya, dan seterusnya. Perdebatan ini masih tetap
berlangsung pada tahun 1940-an.

Baswedan ternyata tidak berjalan tanpa kawan. Beberapa orang
muwallad seperti Salim Maskati, Sayyid Nuh al-Kaf segera menya-
takan dukungannya. Pada 4 Oktober 1934, mereka menyelengga-
rakan kongres di Semarang yang dihadiri 40 muwallad. Hasil kon-
gres ini berupa deklarasi tentang berdirinya Persatoean Arab In-
donesia, yang membatasi keanggotaannya pada Hadrami kelahir-
an Indonesia. Hadrami yang tidak lahir di Indonesia hanya men-
jadi anggota istimewa.

Anggaran dasar PAI dijabarkan dalam sebuah komunike bersa-
ma seperti berikut ini:

Dasar perjuangan Persatoean Arab Indonesia adalah Islam dan:
1. Pengakuan dan penegasan bahwa tanah air peranakan adalah

Indonesia;
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2. Hadramaut adalah negeri para leluhur;

3. Bahasa Arab sebagai bahasa Islam; harus dijadikan bahasa se-
hari-hari seperti bahasa Indonesia;

4. Peranakan mempunyai kewajiban terhadap tanah air Indone-
sia;

5. Peranakan harus meningkatkan tarap hidup mereka di bidang
sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan hukum yang ber-
laku;

6. Budaya peranakan adalah Indonesia, selama tidak bertentang-
an dengan ketentuan Islam;

7. Peranakan harus menyebarkan Islam;

8. Peranakan harus memiliki organisasi yang sehat.

Baswedan menetapkan tanggal 4 Oktober sebagai Hari Kesadar-
an. Hari itu dianggap hari bersejarah, sebab pada saat itu para mu-
wallad secara sadar menentukan masa depan mereka. Masa depan
mereka gantungkan pada Indonesia. Peristiwa ini bagaimana pun
juga harus dilihat sebagai rangkaian kebangkitan kaum Hadrami
yang dicanangkan beberapa dekade sebelumnya. Mungkin ini tidak
terlalu menggembirakan bagi generasi tua Hadrami. Konsep wa-
taniyyah tidak selalu ditafsirkan dengan cara yang sama. Sebagian
Hadrami mengidentikkan konsep wataniyyah ini dengan Hadram-
ness itu sendiri. Karena itu mereka kembali ke tanah leluhur pada
tahun 1940-an dan mendirikan partai komunis, sebagai imbas per-
gaulan mereka dengan beberapa tokoh komunis di Indonesia. Se-
bagiannya lagi berpendapat konsep wataniyyah tidak identik de-
ngan Hadrami-ness. Konsep itu bisa diterapkan di mana saja, ter-
masuk Indonesia.

Perlu ditekankan, PAI didirikan dalam periode ketika per-
musuhan dan kebencian sebagian pemimpin Indonesia terhadap
kaum Hadrami begitu hebat. Karena itu tanggapan pemimpin In-
donesia atas berdirinya PAI sangat negatif. Hal ini sebenarnya
berhubungan dengan konservativisme kaum Hadrami, ditambah
peran mereka yang menguasai perekonomian Indonesia dengan
cara-cara yang tidak terpuji. Kaum Hadrami sering dianggap se-
bagai lintah darat yang meminjamkan uang kepada masyarakat
dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Bahkan, Presiden RI per-
tama Soekarno misalnya, mengidentikkan Hadrami dengan “Had-
ramautisme”, sesuatu yang identik dengan keterbelakangan dan
kepicikan.

Karena serangan yang cukup sengit ini, pada tahun-tahun per-
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tama berdirinya, PAI mengalami kesulitan untuk berkembang.
Beberapa tokoh Indonesia bersikap wait-and-see terhadap PAIL Na-
mun tiga tahun kemudian, berbarengan dengan kongres PAI 1937
di Surabaya, PAI diterima lebih luas oleh tokoh-tokoh nasionalis
dan aktif dalam gerakan perjuangan untuk kemerdekaan. Seorang
tokoh PAI, Sayyid Abdullah bin Salim al-Attas, menyatakan bah-
wa PAI berjuang untuk kepentingan Indonesia dengan menyaran-
kan agar Indonesia menjadi sebuah negara otonom dalam lingkup
kerajaan Belanda. Pada 1939, PAI memberikan dukungannya dan
menjadi anggota Gaboengan Politik Indonesia (GAPI), yang
menuntut adanya parlemen untuk masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, nasionalisme PAI terus di-
uji. Waktu itu ada persoalan, apakah menjadi Hadrami sekaligus
Indonesia merupakan suatu hal yang mungkin. Jawabannya ter-
nyata tidak. Menjadi Indonesia artinya mereka harus menanggal-
kan jauh-jauh segala atribut yang berkaitan dengan Hadrami, ter-
masuk di dalamnya mereka menggunakan bahasa Indonesia; me-
nyarankan agar para pengusaha Hadrami tidak begitu saja mem-
bawa permodalannya ke Hadramaut; dan juga agar para Hadrami
tidak lagi mempraktekkan pinjamian uang dengan sistem riba ke-
pada masyarakat.

Di samping perlawanan kaum nasionalis, PAI juga mendapat
serangan yang sengit dari kalangan muwallad, khususnya mereka
yang tidak sependapat dengan Baswedan. IAV adalah organisasi
muwallad pertama yang menentang PAIL Melalui al-Jaum, majalah
IAV, mereka menuduh PAI telah mengabaikan nilai-nilai kesuku-
an yang selama ini dipelihara dengan baik. Al-Irshad adalah lawan
PAI yang paling provokatif. Ada alasan yang cukup mendasar
mengapa al-Irshad bersikap seperti ini. Waktu itu al-Irshad merasa
diperlakukan secara tidak adil oleh para pendiri PAI, yang nota-
benenya adalah murid-murid al-Irshad sendiri. Namun dalam kong-
res PAI tahun 1939, Shaikh Ahmad Surkiti, sang maha guru al-
Irshad, cukup bijaksana. Ia menyatakan bahwa PAI adalah hasil
didikan al-Irshad.

Penutup

Cinta tanah air yang berlebihan, dibarengi dengan perasaan ke-
unggulan rasial (racial superiority) dan perasaan bahwa mereka lebih
Islami dibandingkan dengan kalangan pribumi membuat sejarah
kaum Hadrami di Indonesia sangat stereotypical. Pada saat terten-
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tu mereka tampak begitu dinamis, bersama-sama dengan golong-
an minoritas Cina menyambut modernisme yang mulai berkem-
bang pada awal abad ke-20. Namun, pada kesempatan lain, mereka
kembali terjebak pada langkah-langkah difensif yang tidak jarang
menimbulkan sikap oportunis.
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